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ABSTRAK 

Pegawai yang bertugas membuat akta yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

kemudian disingkat dengan (PPAT) dan Notaris serta pegawai yang ditunjuk 

bertugas menciptakan ketertiban di bagian pertanahan yang berhubungan 

dengan membuat akta jual beli. Suatu barang yang dijadikan objek perjanjian 

jual beli wajib memenuhi persyaratan, yaitu dapat ditetapkan jumlahnya saat 

transaksi jual beli atau saat penyerahan hak milik kepada pembeli. Apabila yang 

terjadi masalah dalam pembuatan akta jual beli karena kelalaian PPAT, maka akta 

tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum di bawah tangan dan dapat dicabut 

karena syarat subjektif tidak terpenuhi. Adapun permasalahannya yaitu : 1) 

Bagaimanakah Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, 

2)Apa Kendala Yang Dihadapi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari PPAT dalam 

pembuatan akta jual beli apabila ada kelalaian yang dilakukan oleh PPAT 

tersebut, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 1). PPAT memiliki tanggung 

jawab atas akta-akta yang telah dibuatnya baik itu pertanggung jawaban secara 

administratif, perdata maupun pidana. 2) penyelesaian hukum yang dilakukan 

apabila PPAT melakukan kesalahan dalam pembuatan akta jual beli yaitu 

penyelesaian hukum yang dilakukan di hadapan pengadilan. 

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, PPAT, Akta, Tanah, Jual Beli 
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ABSTRACK 

 

The employee in charge of making the deed, namely the Land Deed Making 

Officer, which is then abbreviated as (PPAT) and the Notary and the appointed 

employee, are in charge of creating order in the land sector related to making 

sale and purchase deeds. An item that is used as the object of a sale and purchase 

agreement must meet the requirements, that is, the amount can be determined 

during the sale and purchase transaction or when the ownership rights are 

transferred to the buyer. If a problem occurs in making a sale and purchase deed 

due to the negligence of the PPAT, then the deed only has underhanded legal 

force and can be revoked because subjective conditions are not fulfilled. The 

problems are: 1) What are the authorities and responsibilities of the PPAT in 

making the land sale and purchase deed, 2) What are the obstacles faced by the 

PPAT in making the land sale and purchase deed. The type of research used is 

sociological juridical where this research aims to find out how the responsibility 

of the PPAT is in making a sale and purchase deed if there is negligence 

committed by the PPAT. The results of this study show that, 1). PPAT has 

responsibility for the deeds that have been made both administrative, civil and 

criminal accountability. 2) legal settlements that are carried out if the PPAT 

makes a mistake in making the sale and purchase deed, namely legal settlements 

that are carried out before the court. 
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